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SALINAN 

 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  76  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG NILAI SEWA REKLAME  
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak 

Daerah dari jenis Pajak Reklame berdasarkan 

perubahan nilai sewa reklame yang dihitung dengan 

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, 

lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame, 

maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 

2011 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa 

Reklame, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai 

Sewa Reklame; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 



3 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

DaerahTingkatII Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

 



4 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi Dan Penetapan 

Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang  Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 27); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); 

22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa 

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2014 Nomor 29); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 

2011 TENTANG NILAI SEWA REKLAME. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 7 Lampiran III Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa 

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 29), 

diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 
Pasal 7 

 

Besarnya pokok Pajak Reklame sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 26 Oktober 2017 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
ttd 

ASIP KHOLBIHI 

 
 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal  26 Oktober  2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

                                  ttd 

                 MUKAROMAH SYAKOER 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 77 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 

 

 

AGUS PRANOTO, SH., MH. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19670914 199703 1 005 

 



BESARAN POKOK PAJAK REKLAME 

DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN
A. Tabel Perhitungan Nilai Sewa Reklame

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Papan Permanen

-Bilboard I 1 M
2

- - - - - - 63.750 95.000 51.000 76.000

II 1 M
2

- - - - - - 51.000 76.000 38.250 57.000

III 1 M
2

- - - - - - 38.250 57.000 25.500 38.000

-Neon box/Bersinar I 1 M
2

- - - - - - 75.000 115.000 60.000 92.000

II 1 M
2

- - - - - - 60.000 92.000 45.000 69.000

III 1 M
2

- - - - - - 45.000 69.000 30.000 46.000

-Megatron/Videoton I 1 M
2

- - - - - - 112.500 177.500 90.000 142.000

II 1 M
2

- - - - - - 90.000 142.000 67.500 106.500

III 1 M
2

- - - - - - 67.500 106.500 45.000 71.000

-Layar Toko/Warung I 1 M
2

- - - - 7.400 7.700 - - - -

 (Timplete) II 1 M
2

-Baliho - 1 M
2

4.000               5.400               4.800               6.300               10.000             13.500             - - - -

2 Reklame Kain/MMT

- Spanduk - 1 M
2

2.750               3.100               5.000               5.500               7.400 7.700 - - - -

-Umbul-umbul - 1 M
2

3.000               4.000               4.700               5.500               7.500               8.000               - - - -

-Benner - 1 M
2

3.400               3.500               5.000               5.000               9.000               9.500               - - - -

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

LAMPIRAN :

NO JENIS REKLAME
KELAS 

WILAYAH
UKURAN TOKO/DLM RUANG

PAJAK PER BULAN

PAJAK

PER TAHUN

Jl. RAYA

PAJAK PER HARI PAJAK PER MINGGU



ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

ORANG 

PRIBADI
BADAN USAHA

1 2 3 4 5 6 8 9 10

NO JENIS REKLAME
KELAS 

WILAYAH
UKURAN TOKO/DLM RUANG

PAJAK PER BULAN

PAJAK

PER TAHUN

Jl. RAYA

PAJAK PER HARI PAJAK PER MINGGU

3. Reklame melekat

-Wall Painting 1 M
2

- - - - - - - - 31.000 31.000

-Poster/Striker - 1 M
2

- - - - 5.000 6.000 - - - -

- 40 cm x 40 cm - - - - 3.000 4.000 - - - -

- 1/2 HVS - - - - 1.000 2.000 - - - -

4. Selebaran/Flaghat Chin - 1 Kertas HVS - - 200                  200                  - -

- 1/2 HVS - - 100                  100                  - -

5. Reklame Berjalan pd Kendaraan - 1 M
2

- - - - 15.000 16.250 180.000 195.000 - -

6. Reklame Udara - 1 buah - - - - 100.000 200.000 - -

7.

Reklame Peragaan/Pameran/ 

Demo - - 7.500 10.000 52.500 70.000 225.000 300.000 - - - -

8. Reklame Apung - 1 M
2

- - 15.000 20.000 75.000 100.000 - - - -

9. Reklame Suara - - 45.000             45.000             - - - - - - - -

10. Reklame Film/Slide - - 54.000             54.000             - - - - - - - -

B. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/luas Reklame

C. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi

D. Untuk Reklame yang mengiklankan produk rokok di tambah 10% dari tarif yang tertera di lampiran diatas

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

TTD

Diundangkan     di Kajen 
pada tanggal      26  Oktober 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

                                    Ttd 
                 MUKAROMAH SYAKOER 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  TAHUN 2017  
NOMOR 77 

Salinan sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 
 

 
 

AGUS PRANOTO, SH, MH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19670914 199703 1 005 
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